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	PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

	
	



                                                           BAB  I 
                                                   PENDAHULUAN

A. Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :
1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Kudus;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Kudus;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4.  Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kabupaten Kudus untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitas.
              Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD
Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :
1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan 
11. Arus Kas.
      Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. 
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyusun laporan keuangan mendasar pada :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5340 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Kudus Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana    Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun  2013-2018;
21. Peraturan  Daerah Kabupaten  Kudus Nomor 9 Tahun 2014  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2015;
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 40).
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BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET REALISASI KINERJA APBD

A.  Ekonomi Makro 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus relatif membaik yaitu pada tahun 2011 sebesar 4,24%, 2012 sebesar 4,11%, 2013 sebesar 4,53% tahun 2014 sebesar 4,26% dan tahun 2015 sebesar 4,13%. Realisasi investasi pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp17.616.815.287.032,- atau terealisasi 193,83% dari target Rp9.089.016.805.457,- dimana investasi sektor perdagangan paling banyak diminati pada tahun 2015 di Kabupaten Kudus. Peningkatan realisasi investasi didukung pula oleh pertumbuhan sektor industri dan konstruksi. 
Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas modal, dan penerapan teknologi. Perbaikan kapasitas faktor-faktor produksi akan memacu peningkatan nilai tambah pada sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
1. Laju Inflasi
Pada tahun 2015 angka inflasi di Jawa Tengah termasuk di Kabupaten Kudus bisa terkendali. Fluktuasi harga relatif rendah, seiring dengan lancarnya distribusi barang dan ketersediaan barang yang memadai. Disamping itu perkembangan harga komoditas strategis yaitu BBM, gas lpg dan dan listrik relativ terkendali.
Pada tahun 2015 inflasi Kabupaten Kudus sebesar 3,28%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kota Semarang yaitu sebesar 2,56% dan Jawa Tengah 2,73%, namun posisi ini masih dibawah inflasi nasional yaitu sebesar 3,35%. Tahun 2015 tidak terdapat pemicu inflasi yang cukup signifikan, berbeda dengan tahun 2014, dimana bencana banjir di awal tahun menjadi pemicu inflasi tinggi. Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi antara lain : bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, beras, wortel, cabai merah. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan sumbangan deflasi, yaitu : ikan, minyak goreng, ayam dan telur ayam.
2. Tingkat Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2013 mengalami peningkatan jumlah yaitu 70.100 jiwa, meskipun dari sisi prosentase tetap menunjukan penurunan yaitu : 8,62%. Seiring dengan kecenderungan meningkatnya harga-harga maka batas garis kemiskinan mengalami peningkatan, sehingga berdampak pada jumlah penduduk yang rentan miskin. Berbagai program/kegiatan perlindungan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat serta pemberdayaan dilaksanakan di Kabupaten Kudus merupakan upaya kongkrit untuk mengurangi angka kemiskinan. Keberhasilan pelaksanaan program tersebut dapat dilihat pada jumlah penduduk miskin dan prosentase penduduk miskin tahun 2010 sampai dengan 2015 yang menunjukan penurunan. Perkembangan jumlah penduduk miskin, prosentase penduduk miskin, prosentase penduduk miskin dan garis kemiskinan tahun 2010 sebanyak 70.200 jiwa menurun menjadi 65.331 jiwa pada tahun 2015 (angka prediksi).
3. Tingkat Pengangguran.
Berdasarkan kesepakatan Millenium Development Goals, sejak tahun 2009 yang masuk kategori angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bukan sekolah, bukan ibu rumah tangga, dan lainnya. Sedangkan penduduk dinyatakan sebagai penganggur adalah penduduk masuk angkatan kerja yang sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, sudah dapat kerja namun belum bekerja, dan atau putus asa dalam mencari kerja.
Konsep penduduk dalam ketenagakerjaan adalah : penduduk berumur 15 tahun keatas, yang dikategorikan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2014, jumlah pengangguran tercatat sebesar 22.619 orang atau 5,035% dan pada tahun 2015 (data diolah) menurun menjadi 22,480 orang atau 5%.
Berbagai program pelatihan ketrampilan ketenagakerjaan memang membutuhkan waktu untuk kerja. Namun demikian, penyesuaian antara permintaan pasar kerja sektor industri rumah tangga relatif lebih elastis dalam menyerap tenaga kerja yang kretatif, inovatif dan ketrampilan bervariasi. Berbagai program perluasan kesempatan kerja mandiri telah dilaksanakan sehingga mampu menyediakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran secara bertahap. Pada tahun 2015 diperkirakan akan mengalami penurunan sekitar 22,480 orang atau 5% dari total angkatan kerja. 
Melalui beberapa parameter/indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, realisasi investasi, jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran, kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus pada Tahun 2014 telah berjalan searah dengan perekonomian nasional. Beberapa capaian indikator ekonomi makro sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya daerah (alam dan buatan), sumber daya manusia, modal, dan penerapan teknologi. Kudus memiliki sumber daya alam tanah yang sangat terbatas, sedangkan sumber daya buatan (jaringan jalan, listrik, air, telepon, sarana ekonomi) terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya untuk peningkatan kinerja ekonomi daerah.
4. Potensi Unggulan Daerah.
Sektor industri pengolahan menempati urutan pertama dalam memberikan kontribusi sebesar 81,12% disusul urutan kedua yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, hotel dan restoran merupakan potensi unggulan daerah dengan kontribusi sebesar 5,19%. Kedua sektor ini menjadi pilar utama dalam perekonomian daerah, sedangkan sektor pertanian merupakan sektor yang potensial khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan memberikan kontribusi sebesar 2,33%. Adapun Kontribusi Sektoral Industri Terhadap PDRB 2015 (data proyeksi) atas dasar harga berlaku menurut penggunaan tahun dasar 2010, yaitu : 80.163.245,64 atau 100%.
              Aktifitas ekonomi daerah dan produktifitas tenaga kerja di berbagai lapangan pekerjaan industri dan jasa pendukung dipengaruhi oleh keberadaan industri besar, menengah, dan kecil serta UMKM. Untuk meningkatkan aktifitas ekonomi ini membutuhkan daya dukung modal, tanah dan skill tenaga kerja yang berkualitas serta penerapan teknologi. Diperlukan kebijakan yang sinergis sehingga tercipta pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan menuju kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.
               Sektor industri merupakan tiang penyangga utama dari perekonomian Kabupaten Kudus dengan kontribusi sebesar 81,56% terhadap PDRB Kabupaten Kudus. Sektor ini dibedakan dalam kelompok industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Pada tahun 2015, di Kabupaten Kudus terdapat168 unit perusahaan industri besar/sedang dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 85.924 orang. 
Potensi unggulan perdagangan yang berkembang cukup dinamis dapat dilihat dari banyaknya pasar dan berkembangnya ruko-ruko di berbagai sudut kota. Pasar di Kabupaten Kudus berjumlah 73 pasar yang terdiri dari 5 buah pasar daerah, 17 buah pasar desa, 1 buah pasar hewan, dan 50 buah pasar modern. Untuk meningkatkan produktivitas perdagangan dan arus distribusi barang, serta memperluas kesempatan kerja masyarakat Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus telah meningkatkan kapasitas. Peningkatan yang dilakukan antara lain penambahan los, kios, jaringan drainase, dan tempat parkir. Dari data yang tertera diatas terdapat 17 pasar desa yang telah di tingkatkan kapasitasnya, yang mampu menampung 4.885 pedagang.
Sumber :
1. Badan Penanaman Modal dan Perijinan, Pelayanan Terpadu.Kabupatem Kudus.
2. BPS Kabupaten Kudus, 2015
3. Susenas BPS Kabupaten Kudus, 2010-2014, Angka Pridiksi 2014 Up date BPS 2015.
4. Kudus Dalam Angka Kabupaten Kudus
5. SIPD 2015-BPS Kabupaten Kudus
6. BAPPEDA Kabupaten Kudus (data diolah)
7. Tinjauan Analisis PDRB Kabupaten Kudus, 2014
8. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus 2015
9. SIPD 2015-Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kaupatren Kudus.
B. Kebijakan Keuangan
Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekwensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daearah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan manajemen keuangan daerah, kebijakan yang diambil adalah :
1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah salah satu komponen dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumbernya, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemampuan pendapatan daerah sangat menentukan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk itu perlu ketepatan dalam perencanaan, kebijakan, target dan strategi dalam pencapaian target pendapatan daerah. Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Kudus tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan peningkatan PAD ditempuh melalui penyederhaan system dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
Disamping hal tersebut, kebijakan peningkatan PAD dari  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditempuh dengan memperhatikan :
a. Membandingkan  secara rasional hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan;
b. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola.
Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015, diupayakan melalui :
a. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan;
b. Meningkatkan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi;
c. Melakukan kajian terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
d. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah;
e. Peningkatan pengelolaan pelayanan pajak daerah;
f. Efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan;
g. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan; dan
h. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi guna meningkatkan penerimaan pendapatan.
2. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Keuangan daerah diupayakan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari belanja wajib dan belanja pilihan.
Belanja daerah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan yang terinci dalam program-program indikatif, dapat dibaca kearah mana pembangunan di Kabupaten Kudus. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2015 adalah :
a. Belanja Tidak Langsung 
Belanja Pegawai diarahkan untuk :
· Gaji dan tunjangan pegawai termasuk uang representasi  anggota DPRD;
· Belanja pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan komunikasi intensif;
· Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja;
· Tambahan Penghasilan Guru PND dan Tunjangan Profesi Guru PNSD;
· Belanja penerimaan lainnya untuk Bupati/Wakil Bupati berupa penunjang operasional.
Belanja hibah digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2015 pemberian dana hibah dilakukan secara lebih selektif sesuai dengan regulasi yang baru.
Belanja bantuan sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial pada tahun 2015.
Belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota digunakan untuk pemenuhan kewajiban atas realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah.
Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan kepada pemerintah desa baik yang bersifat umum maupun khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Sedangkan bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Belanja Tidak Terduka dialokasikan untuk belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
b. Belanja Langsung
Belanja Langsung diarahkan pada :
· Efisiensi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
· Efektivitas, yang diprioritaskan kepada program/kegiatan untuk mendorong program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (leverage) atau pengaruh ganda (multi effect) yang lebih besar, misalnya peningkatan infrastruktur, perluasan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, akses pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kepemerintahan, serta pencapaian visi, misi Kabupaten Kudus.
· Akuntabilitas, kejelasan tolok ukur dan targetnya, yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus.
· Transparansi, dimaksudkan bahwa setiap pengeluaran dipublikasikan dan dipertanggungjawabkaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kebijakan belanja diprioritaskan belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja bagi hasil, dan belanja barang dan jasa administrasi perkantoran. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung bagi SKPD. Sedangkan belanja tidak langsung untuk hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan kepada pemerintahdesa serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.
C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Pemerintah Kabupaten Kudus dalam APBD Tahun Anggaran 2015 telah menetapkan target capaian kinerja setiap pendapatan dan belanja, baik dalam konteks daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan telah memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dimaksud, ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja. 
Dalam APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 dituntut pula adanya pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan oleh SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang daerah ini  akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, mencerminkan adanya mekanisme automatic control serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Selanjutnya hasil dari pelaksanaan dan penatausahaan keuangan tersebut dipertanggungjawabkan dengan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
I. PENDAPATAN
Target pendapatan daerah tahun 2015 sebesar Rp1.782.332.513.000,00 terealisasi sebesar Rp1.755.769.420.300,86 atau 98,51% dengan rincian : 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Target PAD sebesar Rp255.275.392.000,00 terealisasi sebesar Rp255.284.092.547,86 atau 100,00% . Secara keseluruhan PAD tercapai sesuai target yang ditentukan, namun pada obyek PAD tentang Retribusi Daerah dari target sebesar Rp19.137.814.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp18.093.279.315,00 atau 94,54% dan obyek PAD Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditentukan target sebesar Rp156.574.990.000,00 terealisasi sebesar Rp150.278.234.381,86 atau 95,98%. Realisasi Lain-lain PAD yang sah ini tidak termasuk pendapatan BLUD atas klaim pelayanan kesehatan gratis rumah sakit kelas III kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang dianggarkan dalam Lain-lain PAD. 
b. Pendapatan Transfer
Target Pendapatan Transfer sebesar Rp1.507.130.031.000,00 terealisasi sebesar Rp1.484.203.045.216,00 atau 98,48% terdiri dari:
· Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Anggaran sebesar Rp1.057.634.172.000,00 terealisasi sebesar Rp1.033.505.128.258,00 atau 97,72%, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Anggaran sebesar Rp194.673.186.000,00 terealisasi sebesar Rp186.319.493.300,00 atau 95,71%, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Anggaran sebesar Rp1.494.079.000,00 terealisasi sebesar Rp1.028.273.958,00 atau 68,82%, Dan Alokasi Umum Anggaran sebesar Rp784.919.177.000,00 terealisasi 100%, Dana Alokasi Khusus Anggaran Rp76.547.730.000,00 terealisasi sebesar Rp61.238.184.000,00 atau sebesar 80,00%.
· Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yaitu Dana Penyesuaian Anggaran sebesar Rp264.180.001.000,00 terealisasi sebesar 100% .
· Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Anggaran sebesar Rp123.345.920.000,00 terealisasi sebesar Rp112.356.677.958,00 atau 91,09%. 
· Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya Anggaran sebesar Rp61.469.938.000,00 terealisasi sebesar Rp73.661.238.000,00 atau 119,83%.   
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu Pendapatan Hibah Anggaran sebesar Rp19.927.090.000,00 terealisasi Rp16.282.282.537,00 atau 81,71% .
II.  BELANJA 
Target Belanja sebesar Rp1.983.125.508.000,00 terealisasi sebesar Rp1.562.873.061.548,00 atau 78,81% dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi.
Belanja Operasi Anggaran sebesar Rp1.388.766.668.000,00 terealisasi sebesar Rp1.111.091.552.369,00, atau 80,01% dengan penggunaan, sebagai berikut:
· Belanja Pegawai accres gaji pegawai sebesar 2,5% ditargetkan sebesar 
Rp873.218.126.000,00 terealisasi sebesar Rp787.174.089.512,00 atau 90,15%.  
· Belanja Barang dan Jasa Anggaran sebesar Rp391.999.411.000,00 terealisasi sebesar Rp291.645.157.280,00 atau 74,40%, realisasi ini sesuai dengan kebutuhan riil.
· Anggaran Belanja Bunga sebesar Rp70.802.000,00 berupa Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-859/DP3/1998 tanggal 29 Januari 1996 eks Loan ADB N0. 1198-INO.terealisasi Rp16.878.577,00 atau 23,84%, pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp30.359.278,00.
· Belanja Hibah sebesar Rp96.175.822.000,00 terealisasi sebesar Rp12.010.617,00 atau 12,49 %. dikarenakan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ Tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan Belanja Hibah Kabupaten Kudus yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, dimana tidak seluruhnya dapat direalisasikan belanjanya karena pada Pasal 298 ayat (5)  pada huruf d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah tersebut menyebutkan bahwa : Belanja Hibah dapat diberikan kepada Badan, Lembaga, dan organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
· Belanja Bantuan Sosial antara lain untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan, Belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp27.302.507.000,00 terealisasi sebesar Rp20.244.810.000,00 atau sebesar 74,15% sedangkan realisasi tahun 2014 yaitu sebesar Rp32.133.595.000,00. Realisasi ini sesuai dengan yang memenuhi persyaratan untuk penerima Belanja Bantuan Sosial. 
b. Belanja Modal
Belanja modal Anggaran sebesar Rp591.358.840.000,00 terealisasi sebesar Rp451.330.309.179,00 atau 76,32% yang dipergunakan seluruhnya untuk mendukung terwujudnya keberlangsungan pembangunan utamanya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut :
· Belanja Tanah yang ditetapkan sebesar Rp25.179.223.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp.721.091.300,00 atau 2,86%. Yang tidak terealisasi belanja tanah di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, pada kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah karena belum adanya tindaklanjut permohonan tukar menukar tanah dari Pemerintah Kabupaten Kudus oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI yaitu belum keluar ijin prinsip tukar menukar tanah (belum dapat dilaksanakan proses pengadaan tanah).
· Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp130.626.035.000,00 terealisasi sebesar Rp78.461.909.924,00 atau 60,07%, antara lain yang tidak terealisasi dikarenakan tidak cukup waktu dalam proses pelelangan.
· Belanja Bangunan dan Gedung sebesar Rp245.853.602,00 terealisasi sebesar Rp179.323.507.784,00 atau 72,94%.
· Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp185.924.827.000,00 terealisasi Rp189.414.520.031,00 atau 101,88%.
· Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.775.153.000,00 terealisasi Rp3.409.280.140,00 atau 90,31%.
c. Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp451.200.000,00 atau 15,04% dipergunakan untuk pengembalian dana Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kudus periode 1999-2004 yang dititipkan ke Kas Daerah tahap II kepada Drs. Asrofi Masyitho dkk.
d. Transfer
       Transfer Anggaran sebesar Rp145.259.646.000,00 terealisasi sebesar Rp143.975.369.200,00 terdiri dari :
· Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp9.213.406.000,00 terealisasi Rp9.183.182.300,00 atau 99,67% 
· Transfer Bantuan Keuangan Rp136.046.240.000,00 terealisasi Rp134.792.186.900,00 atau 99,08%.
       Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus mengalami Surplus Anggaran sebesar Rp48.920.989.552,86. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami surplus sebesar Rp101.967.943.973,00
III. PEMBIAYAAN
a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp420.502.501.000,00 terealisasi sebesar Rp421.684.696.247,00 atau 100,28%. Terdiri dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran sebesar Rp420.502.501.000,00 terealisasi Rp420.502.501.121,00, Penerimaan Kembali Piutang Rp791.000.000,00 dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya Rp391.195.126,00
b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp74.449.860.000,00 terealisasi sebesar Rp24.446.017.736,00 atau 32,84%. Terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp74.334.860.000,00 terealisasi Rp24.332.860.000,00 atau 32,73% dengan perincian kepada : 
· PDAM sebesar Rp16.998.000.000,00 
· PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus sebesar Rp800.000.000,00 dan 
· Bank Jateng sebesar Rp6.534.860.000,00 Dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Rp115.000.000,00 terealisasi Rp113.157.736.511,00 atau Rp98,40%
Selanjutnya Pembiayaan Netto yang ditetapkan sebesar Rp346.052.641.000,00 terealisasi Rp397.238.678.511,00 atau 114,79% dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2015 sebesar Rp446.159.668.063,86. Jumlah tersebut merupakan jumlah surplus anggaran sebesar Rp48.920.989.552,86,00 dengan pembiayaan netto sebesar Rp397.238.678.511,00. Jumlah SILPA tersebut berupa Kas di Kas Daerah sebesar Rp422.748.189.582,00, antara lain terdiri dari : 
· Dana Bantuan Gubernur sebesar Rp2.817.540.215,00  
· Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau sebesar Rp93.890.052.322,00 
· Dana Alokasi Khusus sebesar Rp24.886.134.621,00 
· Pajak Rokok sebesar Rp7.915.798.109,00 
· Belanja selain tersebut Rp84.261.487.557,00 dan 
Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp64.623.322,00 yang terdiri dari : 
-   Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp18.381.322,00, 
-	Kelurahan Mlati Kidul Rp285.000,00 dan 
-	Dinas Kesehatan sebesar Rp45.957.000,00


BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

	NO.
	NAMA SKPD
	ANGGARAN
(Rp)
	REALISASI
(Rp)
	%

	1 
	2 
	3 
	4 
	5=4/3 

	1
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	721.629.696.000,00
	632.777.287.820,00
	87,69

	2
	DINAS KESEHATAN
	130.909.364.000,00
	100.544.630.851,00
	76,80

	3
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	242.152.256.000,00
	140.007.309.269,00
	57,82

	4
	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	231.340.241.000,00
	227.188.834.437,00
	98,21

	5
	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	112.787.116.000,00
	41.237.279.532,00
	36,56

	6
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	7.645.431.000,00
	6.765.359.699,00
	88,49

	7
	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	37.938.093.000,00
	55.071.340.876,00
	145,16

	8
	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
	9.450.515.000,00
	6.150.103.191,00
	65,08

	9
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	6.590.278.000,00
	5.239.242.747,00
	79,50

	10
	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
	17.808.991.000,00
	12.728.882.426,00
	71,47

	11
	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	40.255.937.000,00
	18.266.611.126,00
	45,38

	12
	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	16.223.021.000,00
	11.053.521.902,00
	68,13

	13
	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
	3.764.782.000,00
	3.063.119.982,00
	81,36

	14
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	17.583.191.000,00
	16.912.331.704,00
	96,18

	15
	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	3.398.715.000,00
	3.112.827.743,00
	91,59

	16
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	9.277.683.000,00
	8.249.957.305,00
	88,92

	17
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	10.329.056.000,00
	9.274.584.241,00
	89,79

	18
	BUPATI DAN WAKIL BUPATI
	798.463.000,00
	493.219.867,00
	61,77

	19
	SEKRETARIAT DAERAH
	51.343.459.000,00
	44.403.218.501,00
	86,48

	20
	SEKRETARIAT DPRD
	26.402.568.000,00
	19.826.867.604,00
	75,09

	21
	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
	216.101.983.000,00
	188.189.642.125,00
	87,08 

	22
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	12.541.012.000,00
	9.935.990.929,00
	79,23

	23
	INSPEKTORAT
	6.269.923.000,00
	5.678.034.126,00
	90,56

	24
	KECAMATAN KALIWUNGU
	2.618.506.000,00
	2.487.383.433,00
	94,99

	25
	KECAMATAN KOTA
	3.497.928.000,00
	3.297.778.949,00
	94,28

	26
	KECAMATAN JATI
	2.714.797.000,00
	2.614.567.740,00
	96,31

	27
	KECAMATAN UNDAAN
	2.702.277.000,00
	2.561.172.276,00
	94,78

	28
	KECAMATAN MEJOBO
	2.816.693.000,00
	2.705.835.896,00
	96,06

	29
	KECAMATAN JEKULO
	3.018.686.000,00
	2.940.291.734,00
	97,40

	30
	KECAMATAN BAE
	2.572.062.000,00
	2.425.080.583,00
	94,29

	31
	KECAMATAN GEBOG
	2.533.591.000,00
	2.366.741.950,00
	93,41

	32
	KECAMATAN  DAWE
	3.120.924.000,00
	2.875.967.632,00
	92,15

	33
	KELURAHAN  PURWOSARI
	711.333.000,00
	693.921.169,00
	97,55

	34
	KELURAHAN  SUNGGINGAN
	1.423.869.000,00
	1.379.230.202,00
	98,64

	35
	KELURAHAN  PANJUNAN
	824.145.000,00
	787.515.910,00
	95,56

	36
	KELURAHAN WERGU WETAN
	930.930.000,00
	902.070.467,00
	96,90

	37
	KELURAHAN  WERGU KULON
	830.008.000,00
	816.987.504,00
	98,43

	38
	KELURAHAN  MLATI KIDUL
	829.452.000,00
	808.916.510,00
	97,52

	39
	KELURAHAN  MLATI NOROWITO
	784.692.000,00
	759.959.904,00
	96,85

	40
	KELURAHAN  KERJASAN
	753.527.000,00
	733.334.893,00
	97,32

	41
	KELURAHAN  KAJEKSAN
	748.584.000,00
	663.236.905,00
	88,60

	42
	KANTOR KETAHANAN PANGAN
	4.348.231.000,00
	4.083.835543,00
	93,92

	43
	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	5.841.789.000,00
	5.670.538.837,00
	97,07

	44
	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
	58.142.816.000,00
	19.101.032.652,00
	32,85

	45
	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
	89.350.260.000,00
	80.057.227.892,00
	89,60

	46
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	4.728.280.000,00
	3.957.371.865,00
	83,70

	
	JUMLAH
	2.128.385.154.000,00
	1.710.860.243.449,00
	80,38


Realisasi belanja secara total sebesar Rp1.710.860.243.449,00 berbeda dengan penjumlahan realisasi per SKPD sebesar Rp1.706.848.430.748,00, perbedaannya terdapat pada Dinas Kesehatan karena nilai sebesar Rp4.011.812.701,00 merupakan belanja klaim jasa pelayanan gratis pada RSUD yang dimasukkan sebagai pendapatan BLUD RSUD sehingga harus dieliminasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.
1. Pendapatan
Pada tahun anggaran 2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kumulatif realisasinya telah tercapai.
Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi terus dilakukan, namun ada beberapa sumber pendapatan daerah yang tidak dapat mencapai target, meliputi :

ALASAN TIDAK MENCAPAI TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2015

	NO.
	 
	Jenis Penerimaan
	Target
	Realisasi 
	%
	Penyebab tidak mencapai target

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.
	Retribusi pelayanan olah raga
	50.000.000,00
	15.635.000,00
	31,27
	- 
	Adanya persaingan kolam renang milik swasta 


	 
	 
	 
	
	
	
	- 
	GOR ditutup mulai tgl. 11-9-2016 sampai 24-12-2016


	 
	 
	 
	
	
	
	- 
	Pemakaian stadion oleh Persiku dan Pengcab PSSI tidak pernah bayar/memberikan kontribusi PAD


	
	
	
	
	
	
	-
	Kegiatan olah raga semua dialihkan ke Simpang Tujuh


	
	
	
	
	
	
	-
	Kolam renang taman dan gapuranya dalam perbaikan

	2.
	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	
	
	
	 
	 

	 
	1.
	Retibusi Tempat Khusus Parkir
	2.124.463.000,00
	902.011.000,00
	42,46
	- 
	Pasca pelimpahan dari Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sebenarnya pemungutan retribusi dimulai di bulan Juli 2015, akan tetapi perhitungan realisasinya dimulai pada bulan Januari 2015. Begitu juga dengan Dinas Pariwisata, yaitu Parkir Wisata Colo dan Musium Kretek.

	 
	 
	 
	
	
	
	- 
	Banyaknya renovasi landasan parker di pasar-pasar, sehingga kegiatan perparkiran terganggu, bahkan hingga tanggal 4 Januari 2016 pangkalan truk dan Pasar Kalirejo belum beraktivitas.

	 
	2.
	Pendapatan denda Retribusi Izin Trayek
	2.500.000,00
	1.056.000,00
	42,24
	  
	Adanya kesadaran dan ketaatan dari pemilik/operator angkutan perdesaan dalam pembayaran retribusi izin trayek secara tepat waktu, sehingga pendapatan dari denda retribusi relative kecil.

	3.
	Bagian Pengelolaan Aset Daerah
	
	
	
	 
	 

	 
	1.
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
	
	
	
	
	

	 
	 
	· Pemakaian Tanah Pemda
	21.439.000,00
	9.936.000,00
	46,35
	- 
	Target Pendapatan terlalu tinggi

	 
	 
	 
	
	
	
	- 
	Hanya untuk pemasangan /pemancangan tiang papan reklame sebesar           Rp32.000/m2/tahun

	 
	2.
	Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai
	15.000.000,00
	4.750.000,00
	31,67
	- 
	Terdapat perubahan sistem , prosedur dan aturan pelelangan.
Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai merupakan kewenangan dan usulan dari masing-masing SKPD sehingga Bagian Pengelolaan Aset Daerah hanya bertugas sebagai pengadministrasi pendapatan.

	 
	3.
	Penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai
	25.000.000,00
	-
	-
	- 
	Terdapat perubahan sistem, prosedur dan aturan pelelangan.
Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai merupakan kewenangan dan usulan dari masing-masing SKPD sehingga Bagian Pengelolaan Aset Daerah hanya bertugas sebagai pengadministrasi pendapatan.

	 
	4.
	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
	30.000.000,00
	-
	-
	- 
	Terdapat perubahan sistem, prosedur dan aturan pelelangan.
Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai merupakan kewenangan dan usulan dari masing-masing SKPD sehingga Bagian Pengelolaan Aset Daerah hanya bertugas sebagai pengadministrasi pendapatan.

	 
	 
	 
	
	
	
	- 







	Sesuai aturan bahwa penjualan kendaraan dinas dapat dilaksanakan apabila kondisi sudah rusak berat,sudah tidak dapat digunakan lagi dan sudah ada kendaraan dinas pengganti.

	 
	5.
	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
	250.000.000,00
	-
	-
	- 
	Terdapat perubahan sistem, prosedur dan aturan pelelangan.

	 
	 
	 
	
	
	
	- 
	Usulan penjualan kendaraan dinas roda empat merupakan kewenangan dan usulan dari masing-masing SKPD sehingga Bagian Pengelolaan Aset hanya bertugas sebagai pengadministrasi pendapatan.

	 
	 
	 
	
	
	
	- 
	Sesuai aturan bahwa penjualan kendaraan dinas dapat dilaksanakan apabila kondisi sudah rusak berat,sudah tidak dapat digunakan lagi dan sudah ada kendaraan dinas pengganti.

	 
	6.
	Penjualan bahan-bahan bekas bangunan
	40.000.000,00
	12.450.000,00
	31,13
	- 
	Terdapat perubahan sistem, prosedur dan aturan pelelangan.

	
	
	
	
	
	
	-
	Usulan penjualan bahan-bahan bekas bangunan merupakan kewenangan dan usulan dari masing-masing SKPD sehingga Bagian Pengelolaan Aset hanya bertugas sebagai pengadministrasi pendapatan.



2. Belanja
Faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalah : 
a. Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ Tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan Belanja Hibah Kabupaten Kudus yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, dimana tidak seluruhnya dapat direalisasikan belanjanya karena pada Pasal 298 ayat (5) pada huruf d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah tersebut menyebutkan bahwa : Belanja Hibah dapat diberikan kepada Badan, Lembaga, dan organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
b. Perda Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 ditetapkan tanggal 7 Oktober 2015 sehingga untuk kegiatan fisik dan beberapa belanja modal banyak yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu.













BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah 
Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Kudus, yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.
Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus adalah Basis Akrual, entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.
C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyusun laporan keuangan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus. 
Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban. 
1. Pengukuran Aset 
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. 
a. Aset Lancar 
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut: 
1) Kas dicatat sebesar nilai nominal; 
2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan; 
3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih; 
4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 
Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (outstanding).
Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut: 
a) Piutang Pajak dan Retribusi

	
	Umur Piutang
	% Penyisihan Piutang Tak Tertagih

	1
	0-1 tahun
	15

	2
	>1-2 tahun
	25

	3
	>2-3 tahun
	40

	4
	>3-4 tahun
	60

	5
	>4-5 tahun
	80

	6
	>5 tahun
	100



b) Piutang terkait layanan RSUD
(1) Pasien Non Umum / IKS 
	
	Umur Piutang
	% Penyisihan Piutang Tak Tertagih

	1
	0-1 tahun
	0

	2
	>1-2 tahun
	25

	3
	>2-3 tahun
	50

	4
	>3-4 tahun
	75

	5
	>4 tahun
	100


(2) Pasien Umum
	
	Umur Piutang 
	% Penyisihan Piutang Tak Tertagih

	1
	0-1 tahun
	10

	2
	>1-2 tahun
	50

	3
	>2-3 tahun
	75

	4
	>3 tahun
	100



c) Piutang Lainnya Selain angka a) dan b)
	
	Setelah jatuh tempo
	% Penyisihan Piutang Tak Tertagih

	1
	0-1 tahun
	0

	2
	>1-3 tahun
	25

	3
	>3-5 tahun
	50

	4
	>5 tahun
	100


5) Persediaan dicatat sebesar: 
a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 
b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 
c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
b. Investasi Jangka Panjang 
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri atas (1) Investasi Permanen; dan (2) Investasi Non Permanen. 
1) Investasi Permanen 
Pengakuan 
Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:
a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; 
b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
Pengukuran
Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu: 
a) Metode Biaya 
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.Metode ini diterapkan untuk kepemilikan kurang dari 20%. 
b) Metode Ekuitas 
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini diterapkan untuk: (1) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan (2) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. 
c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan 
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini diterapkan untuk investasi bersifat nonpermanen. 
2) Investasi Non Permanen
Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen pada Kabupaten Kudus berupa pengelolaan dana bergulir untuk kelompok masyarakat. 
Pengukuran 
Investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah saldo investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok mayarakat setelah dikurangi penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih. 
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih 
Penyisihan dana bergulir tidak tertagih dihitung berdasarkan persentase tertentu dari saldo dana bergulir yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jatuh temponya (aging scedule), sebagai berikut: 
	No.
	Umur Dana Bergulir
	Katagori
	% Penyisihan Dana Bergulir

	1
	0-1 tahun
	Lancar
	0

	2
	>1-3 tahun
	Kurang Lancar
	25

	3
	>3-5 tahun
	Diragukan
	50

	4
	>5 tahun
	Macet
	100


Untuk dana bergulir berupa hewan ternak berlaku ketentuan sebagai berikut:
a) Jika Ternak mati diluar kelalaian petani maka langsung dikategorikan macet;
b) Jika Ternak mati karena kelalaian atau kesengajaan petani maka katagori mengikuti tabel diatas;
c) Dalam hal ternak dipotong paksa (karena sakit), maka kerugian (selisih antara harga pokok dengan harga jual daging) dikatagorikan sebagai macet. Pengembalian harga jual mengikuti tabel diatas;
d) Apabila petani penggaduh/mitra mati dan ternak tidak ada/mati diusulkan untuk penghapusan dengan mengikuti prosedur/tatacara penghapusan aset.
c. Aset Tetap 
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dan asset tetap lainnya, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 
Pemerintah Kabupaten Kudus telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (minimum capitalization threshold), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut: 
1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan catatan belanja modal yang jumlahnya dibawah Rp500.000,00 tetap dicatat dalam daftar/buku inventaris secara terpisah;
2) Pengukuran nilai satuan minimum Pengeluaran perolehan yang dapat dikapitalisasi untuk gedung dan bangunan, adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan; barang bercorak kesenian/kebudayaan; dan hewan/ternak dan tanaman.
d. Aset Lainnya 
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. 
2. Pengukuran Kewajiban 
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 
3. Pengukuran Pendapatan-LRA 
a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, diterima oleh SKPD atau diterima oleh entitas lain atas nama BUD. 
b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. 
c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. 
d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. 
e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 
4. Pengukuran Belanja 
a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. 
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 
c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan: 
1) Belanja Operasi 
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. 
2) Belanja Modal 
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. 
3) Belanja Tidak Terduga 
Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah. 
5. Pengukuran Pembiayaan 
a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. 
b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD. 
c. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. 
6. Pengukuran Pendapatan-LO 
Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan- LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (earnaed) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (realized). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut: 
a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangundangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak. 
1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan- LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB. 
2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip self assessment. 
b. Pengakuan Pendapatan-LO 
Berdasarkan Jenis Pendapatan Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut: 
1) Pendapatan Asli Daerah-LO 
a) Pendapatan Pajak Daerah-LO 
Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut: 
(1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode self assessment.
Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode self assessment diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.
(2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode official assessment.
Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode official assessment diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode official assessment meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah. 
Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian. 
b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO 
Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek. 
Pendapatan retribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan. 
Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah. 
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 
Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.
d) Lain-lain PAD yang Sah-LO 
(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui 
Penetapan PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait. 
(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan 
PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD. 
(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan 
Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. 
Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan. 
Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued) pendapatan. 
2) Pendapatan Transfer-LO 
Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi jika itu terkait dengan kurang salur.
3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO 
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. 
Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. 
Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (realized). 
4) Pendapatan Non Operasional 
Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. 
Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima. 
7. Pengukuran Beban 
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban. 
a. Beban Pegawai 
Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud. 
Koreksi dan pengembalian 
Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas. 
b. Beban Barang 
1) Beban Persediaan 
Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan. 
a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban 
Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah. 
b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset 
Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah. 
2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas 
Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.
Koreksi dan pengembalian 
Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. 
c. Beban Hibah 
Pengukuran 
Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi. 
Koreksi dan Pengembalian 
Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas. 
d. Beban Bantuan Sosial 
Pengukuran 
Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga. 
Koreksi dan Pengembalian 
Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas. 
e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi 
Pengakuan 
Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan. 
Pengukuran 
Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan. 
f. Beban Penyisihan Piutang 
Pengakuan 
Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. 

Pengukuran 
Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku. 
g. Beban Transfer 
Pengakuan 
Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D). 
Pengukuran 
Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer. 
Koreksi dan Pengembalian 
Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas. 
h. Beban Lain-lain 
Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. 
Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD. 
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